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ABSTRACT 

 
  

This study aims to analyze the legal protection for victims of medical 
malpractice in accordance with Law Number 36 of 2009 concerning Health and 
Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UU PK), and to find 
out the imposition of criminal acts against perpetrators of medical malpractice in 
cases of medical malpractice. Decision Number75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo based 
on Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers. 
  Over time, malpractice cases overflowed like an iceberg. Malpractice cases 
are of particular concern to the public. This makes the community give a negative 
assessment of the services of health workers. In fact, in carrying out their 
professional duties, there are often health workers, both doctors, nurses, and 
midwives who fail or do not achieve the patient's healing goals, and sometimes 
patients experience disability, even death. This is as in the Decision Study 
Number75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo. 

 The type of research used by the author is normative juridical research. 
The nature of this research is descriptive analysis, with the data obtained is 
secondary data through literature study. Data were analyzed in a normative-
qualitative manner by interpreting and constructing statements contained in 
documents and legislation (statue approach). 

The results of this study are the victims have received legal protection based 
on Law No. 36 of 2009 concerning Health and Law No. 8 of 1999 concerning 
Consumer Protection (UU PK) in the form of compensation. In imposing a criminal 
decision, the judge declared guilty and sentenced him to 2 (two) years and 6 (six) 
months reduced entirely for as long as the defendant was detained. In the future, the 
judge will reconsider the criminal decision in accordance with Law Number 36 of 
2014 concerning Health Workers Article 84.   
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PENDAHULUAN 

Meninjau berdasarkan putusan Nomor75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo, 

pada suatu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh 
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terdapat 2 (dua) tenaga kesehatan  yaitu perawat dan bidan, yang melakukan 

kelalaian berat, salah menyuntikkan (IV) obat pada pasien, yang berakibat 

pada kematian, sehingga pada tanggal 17 Juli 2019 dilakukan persidangan. 

Penuntut Umum menyatakan bahwa perawat dan bidan tersebut terbukti 

melakukan kelalaian berat (malpraktek) dengan semua barang bukti yang 

sudah ditemukan. Perawat dan bidan tersebut dijatuhi pidana masing-

masing terdakwa yaitu 2 tahun dan 6 bulan penjara, serta membayar biaya 

perkara Rp 2.000 (dua ribu rupiah). 

Kasus demikian merupakan contoh yang menggambarkan sikap 

kurang hati-hati, kurang teliti, kesembronoan, dan kecerobohan dari tenaga 

kesehatan yang seringkali dikenal dengan istilah malpraktik medis (medical 

malpractice). Tindakan malpraktik menimbulkan kerugian baik materiil 

maupun immateriil di pihak pasien atau keluarga pasien sebagai korban. 

Berdasarkan uraian di atas, maka tesis ini akan mengkaji 

permasalahan di atas, dengan mengambil judul ”Perlindungan Hukum 

Terhadap Korban Malpraktek Profesi Medis (Kajian Putusan 

Nomor75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo)” 

PERUMUSAN MASALAH  

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban malpraktek medis 

dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK)? 
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2. Bagaimanakah penjatuhan tindak pidana terhadap pelaku malpraktek 

medis pada kasus Kajian Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga 

Kesehatan?  

TUJUAN PENELITIAN  

1. Menganalisis perlindungan hukum terhadap korban malpraktek medis 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK). 

2. Mengetahui penjatuhan tindak pidana terhadap pelaku malpraktek 

medis pada kasus Kajian Putusan Nomor75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga 

Kesehatan. 

METODE PENELITIAN  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka.  

2. Sifat Penelitian  

Penelitian deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk memberikan data dan 

menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan 

dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian 

3. Metode Penentuan Sampel 
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Metode Penentuan Sampel dalam penelitian ini adalah dengan dilakukannya 

pencarian kasus malpraktek yang terjadi di Indonesia. 

4. Bahan/Materi Penelitian  

Penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif selalu menitikberatkan pada 

sumber data sekunder.  

a. Bahan hukum primer:  

Bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan 

b. Bahan hukum sekunder,: 

Bahan hukum yang bersumber dari buku-buku hukum, tesis hukum, jurnal 

hukum, kasus hukum 

Bahan hukum tersier:  

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. 

5. Metode Pengumpulan Data  

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, teknik pengumpulan data, yaitu dengan 

studi kepustakaan,  

6. Metode Analisis Data  

Data dianalisis secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan 

mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan 

perundang-undangan (statue approach).  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
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A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktek Medis dilihat dari 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). 

Dalam hal ini penulis menganalisis mengenai bentuk-bentuk dari 

perlindungan hukum terhadap korban malpraktek medis yang diatur dalam 

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang 

merupakan Undang-Undang Kesehatan baru  yang meggantikan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang menjelaskan 

bahwa perlindungan hukum korban malpraktek hampir ada kesamaan 

dengan perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan, yaitu 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, hanya saja 

terdapat perbedaan pada ketentuan tambahan yang berfungsi sebagai 

pembatasan pada bentuk perlindungan hukum. Penjelasan dari perlindungan 

hukum terhadap korban malpraktek dimuat pada Undang-Undang Nomor 

36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 58 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).  

B. Penjatuhan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Malpraktek Medis pada kasus 

Kajian Putusan Nomor75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo berdasarkan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 

Menurut hemat penulis, setelah menganalisis Putusan 

Nomor75/Pid.Sus/2019/PN.Mbo. Pada ayat (1), sebagai korban seharusnya 

berhak untuk mendapatkan atau berkewajiban meminta ganti rugi kepada 

pihak penyelenggara kesehatan atau kepada pihak tenaga kesehatan yang 

melakukan tindakan malpraktek. Pada ayat (2), dalam tindakan-tindakan 



139 
 

medis yang bertujuan untuk menyelamatkan pasien pada posisi gawat 

darurat ganti rugi tidak berlaku, dikarenakan pada proses tindakan-tindakan 

medis pada  kondisi korban dalam keadaan genting,para tenaga kesehatan 

harus bertindak cepat dalam mengambil tindakan-tindakan medis yang 

didasari dengan perjanjian atau kesepakatan antara keluarga korban dengan 

pihak penyelenggara kesehatan.  

Dilihat dari perlindungan hukum terhadap korban malpraktek dibidang 

medis, korban disini dapat digolongkan sebagai konsumen, hal tersebut 

dijelaskan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) pada Pasal 19 ayat 1 (satu) 

berbunyi:”pelaku usaha bertangggungajawab  memberikan ganti rugi atau 

atau kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” 

Pada kasus ini penulis menganalisis  bahwa ,jika diruntut dari awal 

terjadinya kesalahan yang berupa kelalaian ini bukan hanya disebabkan oleh 

perawat tetapi juga dokter, petugas farmasi dan rumah sakit karena ini 

mengacu pada profesionalitas. Sehingga sanksi yang diberikan harus sesuai 

dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukan. Jaksa ataupun hakim dalam 

memberikan tuntutan dan putusan telah keliru, hal tersebut dapat 

ditunjukkan ketika terdakwa satu dan terdakwa dua telah melakukan 

kesalahan yang melanggar dakwaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2014 Tentang Tenaga Kesehatn yang sangat jelas terdapat pada pasal 84 

ayat (2). Pada putusan penuntut umum hanya menuntut para terdakwa 
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dengan ancaman pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, 

sedangkan hakim hanya menjatuhkan pidana penjara para terdakwa yaitu 2 

(dua) tahun, hal ini sangat jauh dari tuntutan yang diajukan oleh para 

penuntut umum. Bahwasanya jaksa dan hakim harus memberikan tuntutan 

dan menjatuhkan ancaman pidana penjara maksimum sesuai dengan yang 

tertera pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga 

Kesehatan yang menyatakan bahwa “jika kelalaian berat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap tenaga kesehtan 

dipidana dengan pidana penajara paling lama 5 (lima) tahun”, tetapi hal ini 

berbeda dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan  

Pasal 29, yang menyatakan “dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan 

kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus 

diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”.  

A. KESIMPULAN  

1. Perlindungan hukum terhadap korban malpraktek di bidang medis 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen (UUPK):  

A. Secara preventif (dalam bentuk pencegahan), yaitu berupa peraturan 

perundang-undangan yang didalamnya mengatur mengenai tindakan 

perlindungan terhadap korban tindak malpraktek, yaitu kitab undang-

undang Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata), 

Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, 
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Undang-Undang Perlindungan Konsumen,Undang-Undang 

Keperawatan, Undang-Undang Kebidanan dengan asas:  

a) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya 

dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan 

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha 

secara keseluruhan 

b) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 

melaksanakan kewajibannya secara adil 

c) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan 

antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti 

materiil ataupun spiritual 

d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen 

dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 

yang dikonsumsi atau digunakan 

e) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun 

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin 

kepastian hukum. 

B. Secara represif (dalam bentuk saksi), yaitu apabila seseorang melakukan 

kesalahan dan berakibat pada adanya kerugian, maka orang tesebut dapat 
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dijatuhi atau diberikan saksi berupa saksi perdata, berupa penggantian ganti 

rugi, dan sanksi pidana berupa ancaman pidana selama 5 (lima) tahun. 

2. Penjatuhan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 

Tentang Tenaga Kesehatan 

a) Terhadap terdakwa I dan terdakwa II dijatuhi hukuman pidana penjara 

selama 2 (dua) tahun 

b)  Penulis menganalisis kajian putusan, diketahui bahwa kelalaian tidak hanya 

terdapat pada perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saja namun juga pada 

perbuatan dokter, petugas farmasi dan manajemen rumah sakit. Sehingga 

kepadanya dapat dituntut dan dijatuhi sanksi yang sesuai dengan tindak 

pidana yang dilakukan ketika memberikan pelayanan medis terhadap pasien 

ALFA REZA. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi pelanggaran dalam 

pelaksanaan pelayanan medis di masa yang akan datang, kalaupun terjadi 

frekuensi dan intesitasnya dapat diminimalisir 
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